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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei
Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan bentuk
pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan
yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat penguna
pengadilan. Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam
memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dikumpulkan dengan

cara memberikan kuesioner pada setiap pengguna pengadilan.

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan
Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023.

Survei dilaksanakan pada Periode 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja
dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima

terhadap pengguna pengadilan.

Laporan ini  masih memerlukan  perbaikan  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara negara,
sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Semoga
laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam

penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 06 Juli 2023

Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung,
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BAB |
KUISIONER SURVEI

Focus pembangunan Zona Integritas sebagaimana disebutkan dalam
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona
Integritas 2023 tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima.
Pencapaian sasaran tersebut diukur salah satunya melalui komponen hasil
berupa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti
Korupsi (SPAK).

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap pengguna
layanan (pemangku kepentingan) yang telah selesai menerima layanan yang
dalam hal ini adalah aparatur pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat.

Kuisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada Peraturan
Menpan RB tersebut, dimana pertanyaan survei mencakup persepsi anti korupsi

yang meliputi variable-variabel :

. Manipulasi Peraturan
. Penyalahgunaan Jabatan
. Menjual Pengaruh

. Transaksi Biaya

1
2
3
4
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia
Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner dibuat dengan bahasa yang
sederhana sehingga responden dengan mudah memahami maksud pertanyaan
ataupun pernyataan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pengalaman

atas layanan yang telah selesai diterima dari Pengadilan Tinggi Bandung.

Disamping pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut komponen-
komponen anti korupsi di Pengadilan Tinggi Bandung, responden diminta juga
memberikan data tentang diri diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan
terakhir, pekerjaan dan juga nomor telefon/WA yang bisa dihubungi. Hal ini
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berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan survei persepsi anti korupsi

yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
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BAB I
METODOLOGI SURVEI

A. Kiriteria Responden

Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah
penerima layanan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari aparatur
pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Persepsi anti
korupsi berkaitan dengan proses penyelesaian perkara baik perdata, pidana
maupun tipikor serta layanan kesekretariatan/'umum. Hal ini selaras dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung (sesuai Surat
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahmakah Agung Republik
Indonesia).

B. Metode Pecacahan

1. Sampel

Data survei diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu Aplikasi SiSuper
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat link

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500.

Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di

Pengadilan Tinggi Bandung.
2. Variabel pengukuran

Manipulasi Peraturan
Penyalahgunaan Jabatan
Menjual Pengaruh
Transaksi Biaya

Biaya Tambahan

Hadiah

Transparansi Biaya

~ 0 o 0 T ®

= @

Percaloan

Perbuatan Curang
j- Transaksi Rahasia

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan Il 2023 Pengadilan Tinggi Bandung 3



C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei
pada aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung RI dengan alamat http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
pengadilan/097500.

Kesepuluh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner
dengan 10 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun skor/
penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan
publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban

atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4.

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kualitatif untuk
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai

dari sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas.
Pembagian jawaban dibagi dalam 4 katagori, yaitu :

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1

2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2

3. Baik, diberi nilai persepsi 3

4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai
penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama

dengan menggunakan rumus :

Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot = 1 =N

Jumlah unsur X

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata

tertimbang dengan rumus :

SPAK = Total dari Nilai persepsi per unsur x Nilai tertimbang
Total unsur yang terisi
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25
- 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan

rumus :

SPAK Unit layanan x 25

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi

Bandung ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Katagori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
No Mutu Pelayanan Nilai
(Kinerja Unit Pelayanan) | Interval Konversi Interval Persepsi
1. A (Bersih dari Korupsi) 88,31 -100,00 | 3,5324-4,00 4
B (Cukup Bersih dari
2. Korupsi) 76,61 - 88,30 3,0644 - 3,532 3
C (Kurang Bersih dari
3. Korupsi) 65,00 - 76,00 2,60 - 3,064 2
D (Tidak Bersih dari
4. Korupsi) 25,00 - 64,99 1,00 - 2,5996 1
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BAB Il
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (Triwulan Il Tahun 2023), responden
yang mengisi survei melalui aplikasi SiSuper Diroktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum sebanyak 146 yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai
mendapat pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Tinggi Bandung sebesar 97,17 % yang berada pada kategori “A”
(pada interval 88,31 - 100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar
3,89 dengan katagori persepsi korupsi “A” artinya “Bebas dari Korupsi”.

Adapun target capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan
Tinggi Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebesar 95 %.

Tabel 2

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran
indeks persepsi korupsi layanan Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori Peringkat
1 Manipulasi Peraturan 3,822 Bersih dari Korupsi 9
Penyalahgunaan Bersih dari Korupsi 5
2 Jabatan 3,904
3 Menjual Pengaruh 3,938 Bersih dari Korupsi 2
4 Transaksi Biaya 3,808 Bersih dari Korupsi 10
5 Biaya Tambahan 3,836 Bersih dari Korupsi 8
6 Hadiah 3,863 Bersih dari Korupsi 6
7 Transparansi Biaya 3,842 Bersih dari Korupsi 7
8 Percaloan 3,932 Bersih dari Korupsi 4
9 Perbuatan Curang 3,938 Bersih dari Korupsi 3
10 Transaksi Rahasia 3,986 Bersih dari Korupsi 1

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada sepuluh unsur
indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing
ke sepuluh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,822 berada pada
interval skor 3,5324 — 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”’. Dengan demikian
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Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi)
pada Unsur Manipulasi Peraturan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Manipulasi Peraturan
secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur: Manipulasi Peraturan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 120 82,19
2. B (Jarang) 3 26 17,81
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 146 100

2. Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,904 berada pada
interval skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi
Korupsi berada pada kategori “Bebas dari

Korupsi” pada Unsur

Penyalahgunaan Jabatan.

Adapun hasil jawaban pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan secara
ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Penyalahgunaan Jabatan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 132 90,41
2. B (Jarang) 3 14 9,59
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 146 100

3. Menjual Pengaruh
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada
interval skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi
Korupsi berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Menjual
Pengaruh.

Adapun hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Menjual Pengaruh

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 137 93,84
2. B (Jarang) 3 9 6,16
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 146 100

4. Transaksi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,808 berada pada
interval skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi
Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi
Biaya.

Adapun hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Biaya

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 122 83,56
2. B (Jarang) 3 22 15,07
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 2 1,37
Jumlah 146 100

. Biaya Tambahan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,836 berada pada
interval skor kategori 3,5324 — 4,00 “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi
Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Biaya
Tambahan.

Adapun hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Biaya Tambahan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 132 90,41
2. B (Jarang) 3 9 6,16
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 5 3,42
Jumlah 146 100
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6. Hadiah

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,863 berada pada
interval skor kategori 3,5324 — 4,00 “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi
Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Hadiah.

Adapun hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 8

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Hadiah

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 126 86,30
2. B (Jarang) 3 20 13,70
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 146 100

7. Transparansi Biaya
Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,842 berada pada interval
skor 3,0644 - 3,532 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bersih dari Korupsi® pada item atau indikator
Transparansi Biaya.

Adapun hasil analisis pada unsur Transparansi Biaya secara ringkas

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transparansi Biaya

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 129 88,36
2. B (Jarang) 3 14 9,59
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 3 2,05
Jumlah 146 100

8. Percaloan
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,932 berada pada interval
skor 3,5324 - 4,00 kategori “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Percaloan.
Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Percaloan secara ringkas

disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 10

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Percaloan

No. Jawaban Skor Frekuensi | Persentase
1. A (Tidak ada) 4 137 93,84
2. B (Jarang) 3 8 5,48
3. C (Sering) 2 1 0,68
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 146 100

. Perbuatan Curang
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada interval
skor 3,5324 - 4,00 kategori “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi
berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Perbuatan Curang.
Adapun hasil analisis pada kuesioner Perbuatan Curang secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 11

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Perbuatan Curang

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 137 93,84
2. B (Jarang) 3 9 6,16
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 146 100

10. Transaksi Rahasia

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,986 berada pada
interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi
Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi
Rahasia.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Transaksi Rahasia secara
ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Rahasia

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. A (Tidak ada) 4 144 98,63
2. B (Jarang) 3 2 1,37
3. C (Sering) 2 0 0,00
4. D (Selalu) 1 0 0,00
Jumlah 146 100
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B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan tersebut,
dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur nilai terendah yaitu :

1. Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui

website ataupun petugas layanan di Pengadilan dengan nilai 556 atau 3,808.

2. Pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dengan nilai 558 atau 3,822.

3. Pembayaran sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan dengan nilai 560
atau 3,836.

Walaupun ketiga varibel pengukuran tersebut secara kumulatif masih dalam
katagori “A” artinya “Bebas dari Korupsi” namun hal ini menunjukan bahwa pada
ketiga variable anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum
optimal. Sebagian responden masih memberikan tanggapan kurang memuaskan

atas variable tersebut.
1. Informasi tentang tarif/biaya

Informasi tentang tarif/biaya berkaitan dengan pemahaman apakah informasi
biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang
dibayarkan sesuai sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila
biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan
pembayaran.

2. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan berkaitan dengan petugas yang memberikan pelayanan
yang sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan ada tidaknya
kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu
layanan, di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda
dan sebagainya.

3. Pembayaran sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan

Pertanyaan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan
meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok kopi di luar

ketentuan, pemberian imbalan berupa barang, fasilitas di luar ketentuan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka upaya tindak

lanjut dari ketiga unsur terendah tersebut tertuang dalam tabel berikut :
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Tabel 13
Monitoring dan Tindak lanjut

No.

Hasil Survei 3 Unsur Terendah

Saran/Rekomendasi

Tindak lanjut

Data Dukung

. | Selalu mudah dalam mendapatkan informasi

tentang tarif/biaya baik melalui website
ataupun petugas layanan di Pengadilan

Publikasi produk dan biaya layanan (bila ada)
melalui media (website/IG
Humas/Pamflet/brosur)

Diberikan pemahaman dan penjelasan oleh
petugas PTSP terhadap informasi tarif/biaya dan
layanan kepada penerima layanan

Memasang pamflet/brosur di meja
layanan dan tayangan slide pada layar
informasi maupun pada website dan
media sosial pada Pengadilan Tinggi
Bandung

1. Standar
pelayanan

2. Aplikasi Media
Sosial

Pelayanan oleh petugas di Pengadilan

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Prosedur dan pelayanan petugas PTSP kepada
penerima layanan supaya ditinjau ulang dan
dilaksanakan sesuai SOP

Dilakukan Supervisi terhadap petugas
PTSP, agar pelayanan tersebut sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku

Supervisi dan
Pembinaan Petugas
PTSP

Di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif

resmi tanpa ada biaya tambahan

Publikasi produk dan biaya layanan (bila ada)
melalui media (website/IG Humas/Pamflet/brosur)
Sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis
pelayanan yang ada dan bisa diperoleh di
Pengadilan Tinggi Bandung beserta besaran
biayal/tarif layanan serta publikasi jenis dan biaya
layanan pada layar informasi, website dan media
sosial.

Memasang pamflet/brosur di meja
layanan dan tayangan slide pada layar
informasi maupun pada website dan
media sosial pada Pengadilan Tinggi
Bandung

1. Standar
pelayanan

2. Aplikasi Media
Sosial
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BAB IV

DATA SURVEI
A. Data Responden
1. Umur Responden
Tabel 14
Karakteristik Responden Menurut Umur
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase

1|18 - 28 Tahun 46 31,51

2(29- 39 Tahun 47 32,19

3[40 - 49 Tahun 24 16,44

4/50 - 59 Tahun 25 17,12

5/>60 Tahun 4 2,74

Jumlah 146 68,49

Grafik 1

Karakteristik Responden menurut Umur

= 18 -28 Tahun = 29-39 Tahun = 40 -49 Tahun = 50-59 Tahun = > 60 Tahun

Mayoritas responden ini berumur 29 — 39 tahun dengan jumlah 47 orang dari
total 146 reponden atau 32,19 %.

2. Jenis Kelamin Responden

Tabel 15
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|Laki-laki 118 80,82
2|Perempuan 28 19,18
Jumlah 146 100,00
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Grafik 2
Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

= Laki-laki = Perempuan

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 118 orang
dari total 146 orang (80,82 %).

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 16
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|SMA 2 1,37
2(DIl 1 0,68
3|S1 115 78,77
4]S2 26 17,81
5(S3 2 1,37

Jumlah 146 100,00
Grafik 3

Karakteristik Responden menurut Pendidikan

"SMA =DIlll =«S1 =S2 =S3

Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang berjumlah

115 orang dari total responden 146 orang (78,77 %).
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4. Pekerjaan Responden

Tabel 17
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|PNS 2 1,37
2|Swasta 57 39,04
3|Wirausaha 6 4,11
4|Lainnya 81 55,48
Jumlah 146 100,00
Grafik 4

Karakteristik Responden menurut Pekerjaan

= PNS

Swasta

Wirausaha

Lainnya

Sebagian besar responden berprofesi lainnya diluar PNS, swasta dan

wirausaha berjumlah 81 orang dari total responden 146 orang (55,48 %).

5. Jenis Layanan

Tabel 18
Karakteristik Responden Menurut Jenis Layanan
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|Perdata 3 2,05
2|Hukum 66 45,21
3]Administrasi Umum 73 50,00
4| Tipikor 2 1,37
5le-Court 2 1,37
Jumlah 146 100,00
Grafik 5

Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan

= Layanan Perdata Layanan Hukum/Informasi

Layanan Administrasi Umum = Layanan Tipikor

= Layanan e-Court
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Sebagian besar responden menerima layanan Administrasi Umum berjumlah

73 orang dari total responden 146 orang (50,00 %).

B. Data Dukung Lainnya

1. Link Survei

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500

si SUPER

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

2. Publikasi Hasil Survei

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
J1. Cimuncang Mo. 210 Bandung
Jawa Barat
https://pt-bandung.go_id!

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

Jumish 148 RESPOMNDEM
Jenis Kelamin LAKI-LAK] - 112
PEREMPUAN - 25

SURVEY PERSEFSI ANTI Pendidiksn  Tidak ! Belum Sekolah : 0 Diploma 2 - 0
KORLUFPSI BD:0 Diploma 3: 0
SMP:0 51: 115
NILAI INDEKS SMLU - 2 5226

Dipfoma 1:1 53:2

3,89 )( 97,1 ?0/0 FPakeraan PMS -2 SWASTA: 57
TMI: 0 WIRAUSAHA: 8
POLRE: O TEMNAGA KONTRAK -0
LAINNYA - 81

Ewaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Miai Per Unsur :

1. Apakah s=lalu mudsh dalam mendapatkan informasi tentang tanibiaya bak melsiui website atsupun petugas layanan di 3.808
Pengadilan 7

2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesual prosedur dan keteniuan yang beraku? 3822

2. Apakah di Pengaditan selalu membayar sesuai tanf resmi tanpa sda biaya tambahan? 3.838

Tindak lanjut dar 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELLUIM DIIS|

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat
bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kKami agar terus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

5 Juli 2023
Ketuz Pengadilan Tinggi
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3. Rekapitulasi Jawaban Responden

u10

U9

U8

u7

U6

U5

ua

U3

U2

Ul

No

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25

26

27
28

29
30
31

32

33

34
35

36
37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49
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50
51

52

53

54
55

56
57
58
59
60
61

62

63

64
65

66

67

68
69
70
71

72

73

74
75

76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86
87

88
89
90
91

92

93

94
95

96
97

98
99
100
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582

97,17

3,89

575

574

561

564

560

556

575

570

558
3,8219 | 3,9041 | 3,9384 | 3,8082 | 3,8356 | 3,8630 | 3,8425 | 3,9315 | 3,9384 | 3,9863

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

NRR

NRRT | 0,3822 | 0,3904 | 0,3938 | 0,3808 | 0,3836 | 0,3863 | 0,3842 | 0,3932 | 0,3938 | 0,3986

SPAK
IPAK
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Keterangan:

- U = Unsur Pelayanan

- NRR= Nilai Rata- rata

- IPK = Indeks Persepsi Korupsi

- *)=Jumlah NRR IPK tertimbang
- ) =Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang

terisi
NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/10)

IPAK UNIT PELAYANAN :

Kategori :

1. A (Bersih dari Korupsi) 88,31- 100,00

5 B (Cukl_Jp Bersih dari 76,61 - 88,30
Korupsi)

3 C (Kurang Bersih dari 65,00 - 76,00
Korupsi)

4 D (Kurang Bersih dari 25.00 - 64,99
Korupsi)

97,17/3,89

“Bersih dari Korupsi”
3,5324- 4,00
3,0644- 3,532
2,60- 3,064

1,00- 2,5996
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PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN & BIAYA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Produk

Bieya / Tarif iy

e

DSTANDAR PELAYM
ENGADILAN TINGGIBANDU!

.Jems Pruduk Layanan

layanan Banding P
elayanan Banding P&
‘ 3 elayanan banding P

|ayanarilianding, &
elayanan Pengaduan ;
" Pelayanan Permohonan Infarmasi ;

7 Pelayanan Penelitian/Riset ;
B. ‘Penyumpahan Advakat .
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am Mek

s

Mengirgt

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGIBAN

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINC

NOMOR. - WL g4 /0T 01 3,

DL NG

TENTANG

AL BANDUNG

A PENGADILAN TINGGE BANDUNG

baliwe unnik mermbmgun kepercayann

Tt Bandung ik

ymnkat terhadap Pengadilan

perdn dilakokan wpuyn meningkatian kuslitas

pelayanan pencur| keadilan sesuni dengan amanat datum Undang-Undang
Noemor 48 Talun 2

2009 tentang Kekuasmn Mehakimmn, (ndung-1 1

Nomar 25 tahun 2009 teniang Pebaynnan Pubdik da herbg;

e beckait lninoy;

25

bahwa berdusarkan (ndasg-Undang N 28 Tabm

0\

Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Levthoga Newan yang menyel

urakan
pelayanan publik wajib menyusan stondar pelavan

ks Tin

pulslik;

bl pelay:

1 Paing

Bandung adslah k

esutmn dnlam rangks
vemcnuhan  kebuinhan polavanan bagi masyarukat khiesus

pencarh
Keachilan;

buehwa

uk menjatankan funesi terscbut dengmn sebuik-baiknya, moky

i Bunidung perls i

st standar pelayanim

Jang dapot
nrakan dun menbesikan pelayanan publik hagl pencsn keadilan

bahwi sesaui dengan pertimbomgnn dalam hurf o, b, ¢ dan d wakn peris

ditstapkan Staminr Pelayarm Peny

| Randung

Unidung-Lndang Kepublik Indonesio Somor 14 Todu

B tentany
Keterbukaan nformes Poblik,

nduny-Undang Nomor 37 Tahun 2008 fem

Republik

Indomesiz.

Undang-L ek

£ Nomor 25 Tahun 2009 entang. Playanan Publik:
Undung-Lndang  Regublik Indonesin No

48 Tahum 200!

Kekuwinan Kelaks

rusl Pemeringah Nomor 96 Tahon 2012 ertang Pelnksan: ndang-

Undang Nowm

25 Tohun 2003 feninng Pelavanan Pubkik.
Pernfuran Mnbknmals Agury: B 1 Nomer 9 Tahun 2016 tentang Pedomun
Petsaniganan Pengacduan (sl

vl Syt

lan Yang Beruda Dibmwalys

Mahburub Agiig Dan
Badun Fery

7. Swrut.

T Sum Keputusan

5 Ketun  Muobkamah
KMA

SKAV00T  temtang  Pedomm

RL  Nomor

=

Tugss  dan
Administrasi Pengndilan,

B Surat Kepunisan Ketin Mokknnsh Agung B 1 Nosmor 1-114 T

tentang Pedoman Melayanan lnfinmasi di Pengaditan

9. Sumt Keputusan Kena M

kamah Aguig RL Momar 026HMA/
Persdilan

tentang Standar Pelayi

v Menteri Pendsysgumnam Apsrair Negars dun Reformasi Birokrass
RE N

19 Tabuen 2021 tentung Standand dan Pelayunnn Df Lingku
Kemenfcrian Pendayaguns

1 At

w dnn Reformas Birokeasi

MEMUTUSKAN

KEPLTUSAN KE
STANDAR P

‘UA PENGAL
AVANAN §

GG BANDUNG TENTANG
NGADILAN TINGG] BANDUNG.

Mencrnpkan st

dar pelayanan Peagudilan Tinggi Basidung schagaimany dalan
ran 111 dan 10 Surat Kep

Inmy

i ini schagni desar duism memberikan
nyunan kepo

publik dam mengatur lebih lanjun detnsl peluksusaun pelayanan

Peogadilan Tinpei Bandung;

ptapkan sarat Koputson ini, maka pelaksin peliyanan publik g
sebuil-bakovy dalam wpya mtuk
dunur seseai dengan Standar

i sttt sebapaimann felsh

loyanan Pengadil Tinggs Randung ini;

Memerintahkan kepudn sctinp satuam kegin se-Wilsyah hukum Pengaditan Tinpgi

Bandung untuk memyusn Standar Peiayanm sosua dengan jenis pelnyooon yan

dibierikan oleh masing-masing sstuin kerja;
Ketentuan

ngny Stundae Pelaynong Pengadilan Tinygy Bandung dischut

vy behim distur dalam \ampian Keputuses (i skan ditetugkun |

lanjut dengn Keputwnan Rotua Pengadilon Tiggi Bandung sesusi dengan
keby

n

Keputussn ini mulai borloks sejak tanggal ditetapkan. denpan ketenoumn bahwa

ngabila i kemudian han rerdapat kekelinun, skan di

ki perhail

i seperiunya.

Diletagean di Bundung
Pada Tanggal 1V Februari 2022

Dr, . HERRT SW ANTORD, S.H . M.
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SK PENGELOLA TI DAN MEDSOS
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGT BANDUNG

NOMOR : W1 LUMMHMOLVS 2023
TENTANG

PEMBENTURKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA TERNOLOGT
INFORMASL PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA PUBLIKAS]
INFORMAST LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Alenimbang

(9

o

Soret Kepunsan Ketun Pengadilan Tinggi  Bandung  nomor
WILWIIUKPOLYS2022  tanggal 31 Mei 2022 tentang
Penunjukkan Tim Penpelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga
Peradilan dan Kch Pada padilan Tingpi B
Surst Keputwan Ketua Pengadilsn Tinggi Bandung pomor ©
WILWISOHM O WE2007 tangeal 19 Agustus 2002 tentang
Penunjukkon Tim Penpelola Media Sosial Pada Pengadilan Tinggi
Bandung:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Handung nomor
WILLITIVHM 02392022 tanggal 22 Scpiember 2022 lentang
Pembentukan Tim Satuan Tugas (SATGAS) dan Pengelols Teknologi
Informasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung

Surmt Kepulwsan Ketua  Penpadilen Tinggi  Bandung  nomor
WILUR9KP.OL Y1023 tanggal 6 Janvari 023 tentang Peiugas
F Jawab Data dan i Dari Website Pada Pengadilan
Tinggi Bandung

bahwa sehuby 4. shat yang mutasi, maks dipandang periu
untuk melakukan perubshan/pengpantian Satuan Tugas (SATGAS)
Pengelala Teknalogi Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola
Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kehomasan Pada
Pengadilan Tinggi Randung:

bahwa p dan | Teknologi i di
lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung harus dikembangkan dalam
rangka memenuhi tuntutan manajemen peradilan yang modem;

c. bahwa media sosial adalah salah satu sarana vang efcktif dan cfisien

[ hat Surat Kep Ketua F Tinggi Bandung nomer
WILWI/KPOL2S/022 tangeal 31 Mei 2022 temtang
Penunjukkan Tim Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga

Peradilan d: Pada ¥ dilan Tinggi Is

Mencabut Surst Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomaor

©WILU/ISHM 02 VR2022 tangeal 19 Agustus 2022 ftentang

Penunjukkan Tim Pengelola Medin Sosial Puda Pengadilon Tinggi

Bandung:

3. Mencabut Surst Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomeor
WLV TOHM.02. 392022 tanggal 22 September 2022 tentang
Pembentukan Tim Satuan Tugas (Salgas) dan Pengelola Teknologi
Informasi Pada Pengaditan Tinggi Bandung.

4. Mencabut Surst Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor
S WILU2KP.01. 212023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Pelugas
Penanggung Jowsh Data dan  Informasi Dari Website Pada
Pengadilan Tinggi Bandung

Menganghat yang namanya terschut dalam daftar Lampiran | Keputusan
ini schagai Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penpelola Teknologi
Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelols Publikasi Informasi
Layanan Lembagn Peradilan dan Kehumasan pada Pengadilan Tinggi

N

unituk  mewuj terhadup kat
pencari keadilan maupun dengun instansd terkair lainya yung bekerjia
sama dengan Pengudilan  Tinggl Bandung schingga diperiuban tim
pengelola yang terampil dan kompeten:

habywa dal k himbing itor dan ikan serlusi
duri kendala impl i Teknologi dan ti
ketertwilnan informasi terhadap masyarakat, maka pertu dibemuk Tim
Satuan Tugos (SATGAS) Pengelols Teknologi Informasi, Pengelols
Media Sosial dan Penpelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga
Peradilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung:

e bahwa

Tembusan :

Menugaskan kepada Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi
Informasi. Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi
Layanan Lembaga Peradilan dan Kebumasan pads Pengadilan Tinggi
Bandung dengan rincian sehagaimana Lampiran Il Keputusan ini:
Keputusan ini mulsi berfaku scjak tanggal ditctaphan, dengan ketentuan
apabils dik dian hari terdapat kekel dalam Keputusan ind akan
diperhaiki schagaimana mestinya

Handung
12 Mei 2023

Ditetaphkan
Pada Tanggal

Ditsrvistangars wecars ciekarnr ol

KETLA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr b WERRT SWANTORD S04, MM

1. Yith Sckretaris Mahkamah Agung R.1 di Jakarta,
2. Yih Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta,

LAMPIRAN | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR

TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
TEKNOLOGI INFORMASI, PEN
PUBLIKAST INFORMASI LAYANA

: 12 MEI 2023

: WILU/IA/HML.O02.A/5/2023

LOLA MEDIA SOSIAL

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

(SATGAS) PENGELOLA
DAN PENGELOLA
LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN

No. Nama Jabatan Kedudukan dalam
Tim
1. | Dr. H. Herri Swantoro, S.H.. MLH Ketua Pembina
Pengadilan Tinggi Bandunz
2 | Sudarwin, S H, M.H. Hakim Tinggi Kcetua
3. | Poliak Sitorus, S H., M.H. Hakim Tinggi Koordinator IT
4. | Jesayas Tangan, S.H.. M.Hum Hakim Tinggi Koordinator
Media Sosial
5. | Ummi Hani, S.Sos Kepala Bagian Perencanaan Koordinator IT
dan Kepegawaian
6. | Elna Helniarika, 5. Kom.. M. Kom. Kepala Sub Bagian Koordinator IT
Kepegawaian dan T1
7. | Sidik Nugraha, 5. Kom. Kepala Sub Bagian Rencana Koordinator IT
ram dan An
8. | Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H Panitera Muda Tipikor Anggota
9. | Mardono, S.H. M.H. Panitera Muda Pidana Anggota
10. | Nurmadiah Nurdin, SH., M.H Panitera Muoda Hukum Anggola
I1. | Nanang Priatna, S H. Panitera Muda Pordata Anggota
12 | Sri Suratno Wibowo, S.T Kepala Sub Bagian Tata Anggota
Usaha dan Rumah Tangea
13. | Anton Senjaya, S Kom., S.H. Analis Perkara Peradilan Anggota
14. | Tia Aditian Pasha, S.T. Pranata Komputer Anggota
15. | Hera Caprina Permatasari, S.1.Kom Analis Perkara Peradilan Anggota
16 | Nisa Wangsita, S Psi. Analisis Organisasi Anggota
17. | Martina Magdalena Barasa, S.T Analisis Tata Laksana Anggota
18, | Avu Permata Sari, AMd. Pengelola Informasi dan Anggota
Komunikasi
19. | Agus Purwanto, A Md. Pengelola Sistem dan Anggota
Jaringan
20. | Indra Rizky Firmansyah, AMdA.T, Pengelola Sistem dan Anggota
Jari
21. | Resti Aprilia, AMd. Pengelola Perkara Anggota
22, | Wida Amclia. 5.1IP.. S H. PPNPN Anggota
23 | Aghnia Rusyda, A Md PPNPN Anggota
24, | Ridzki Adiyono Putro, §. Ak PPNPN Anggota

& U ITE 30 Tahun 3006 Panel S ayat 1

DNANGRANCAN JOCID EheRIrN cien

METUA PENGADILAN TINGGE BANDUNG
Dr.H HERAT SWANTORO S H., MH.

i it dasy' st [0k,

at bkt pang L

Dok o talah

sartifibat

L
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APLIKASI MEDIA SOSIAL

HUMAS PT BANDUNG

@humasptbandung963 202K subscribers 28 videos

Mare abiout this channel >

humas.ptbandung Follow
HOME VIDEOS LIVE PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT
253 posts 1020 feliowers 54 following e
Pengadilan Tinggi Bandung m Popular Oldest
wiww. youtube com/channel/UCEPLE 8N a4 TIETAuitw
-
ﬁ:—l Q
FINGAWASAN PEMBIMARN PUBLIC CaM MUSOA AR
PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI E-PEDUL KUNJUNGAN KERA KETUA MAHKAMAH Media Maza RCTV Kuningan
BANDUNG GENERAS! KETIGA, PELAYANA_. A — AGUNG R.|, pada PENGADILAN TINGGL... P ———
13K views + 3 months ago A28 views ¢+ 9 monihs Qo
@ PosTS A1

BIROKRASI BERS

| J KILAS PTWP PIALA KPT CUP 1ll PTWP KPT CUP Il tahun 2022 MARS Pengaditan Tinggi Bandung {SPEXTA VIDED PROFILE - PELAYANAN TERPADU
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&-PEDULI| Pengadlan Tingyi Bandung IJOHM EPEDULI INFORMASIE-PEDOLI

SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-PEDULI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : W11.U/317/HM02.3/12/2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI
PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

\ Menimbang a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradiian Modemn yang
\ berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat
’ memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
[ f b bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
A pelayanan publil na mempemudah akses informasi terhadap
| | l masyarakat pe‘"ﬂ“” "““?'la" yang menjangkau hingga ke 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MNemor *
LINDUNGAN PENGADUdN TERKENDALI pedesaan, dipandang pedu menerapkan apikasi Periindungan 1586/DJU/SKIPS01/8i2015 teniang Pedoman Standar Pelayanan
I ' ‘ Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandung; Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakal Pencari Keadilan
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggl Bandung tentang
- Permberlakuan Aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali "
\ (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan MEMLITUBIOAN
00 So e Darm: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BA ENTANG
AN KE NDUNG Tl
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN

PELA‘YW“EERLIN NGAN HUKUMDAN PENGADUAN

NGNGB BN

N/
- I

Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah
Agung,

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

5. Undang-Undang Momor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum,

6. Peraturan Mahkamah Agung R.|. Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistiabiowing System) Di
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 144/KMA/SK/VIIF007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1-144/KMA/SK//2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8.

Tembusan :

TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.

Pemberlakuan aplikasi Perlindungan  Pengaduan  Terkendali
(E-PEDULI) secara penuh pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa
Baral dilaksanakan setelah pelaksanaan lsunching aplikasi
Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan
Tinggi Bandung

Mewajibkan kepada seluruh Ketus Pengadilan Negeri setelah
pelaksanaan faunching aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada
masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai
dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;

Dalam agar Negeri bekerjasama
dengan instansi terkait yang dapat menjangkau hingga kepada
masyarakat pedesaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelayanan

Keputusan ini mulal beraku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelfiruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R |. di Jakarta

2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.|. di Jakarta.
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PEMBINAAN PETUGAS PTSP OLEH PENANGGUNG JAWAB PTSP
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KOMPENSASI PELAYANAN

KOMPENSASI

KETERLAMBATAN/ KETIDAKSESUAIAN
PELAYANAN PUBLIK

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Anda mendapat
pelayanan yang tidak

sesuai standar?
———— Sampaikan SEGERA!

Semaerllml‘l kami it Tinggl Ba

Nomor W11.0/01. 1 4 Janusari 2021, and nerima kar ]

R e et i e
g ian ung

tan peliyacian publik

(S0P} yang talan dit

BENTUK
. KOMPENSASI

Pelayanan Pelmnh;:nun Maoaof &
\ Penjelasan Terfulis

Souvenir *

Penyampaian  infe i keferlambatc atau
kefidaksesucian pelayanan publik yang diterima
~dapat disampaikan ke:

MEJA PENGADUAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
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RUJUKAN

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan.

. Ridwan. 2008. Dasar- Dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 43/BP/SK/VIII/2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian
Integritas Pengadilan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan
Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan

Evaluasi Zona Integritas 2023.
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